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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan tax amnesty dalam perspektif kepatuhan pajak dan penerimaan 
negara dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari 
meningkatnya kebutuhan fiskal serta perdebatan mengenai dampak jangka pendek dan panjang dari pelaksanaan tax amnesty di 
berbagai negara, khususnya Indonesia. Data dikumpulkan dari 127 artikel yang relevan, kemudian diseleksi hingga diperoleh 43 
artikel akhir untuk dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty terbukti efektif meningkatkan 
penerimaan negara dalam jangka pendek, terutama melalui deklarasi dan repatriasi aset, namun dampaknya terhadap kepatuhan 
jangka panjang masih beragam. Beberapa studi menemukan adanya perbaikan kepatuhan sukarela ketika program diikuti 
reformasi administrasi, sementara studi lain menyoroti risiko moral hazard apabila tidak disertai penegakan hukum yang 
konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tax amnesty tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga 
oleh kredibilitas institusi fiskal dan tingkat kepercayaan publik. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami 
dinamika kebijakan amnesti pajak dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Tax Amnesty; Kepatuhan Pajak; Penerimaan Negara; Reformasi Perpajakan; Systematic Literature Review. 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effectiveness of tax amnesty policies in the perspective of tax compliance and state revenue using 
a Systematic Literature Review (SLR) approach. The background of this research is based on the growing fiscal needs and the 
ongoing debate on the short-term and long-term impacts of tax amnesty implementation in various countries, particularly in 
Indonesia. A total of 127 relevant articles were identified, and after a selection process, 43 articles were included for thematic 
analysis. The results indicate that tax amnesty is effective in boosting state revenue in the short term, mainly through asset 
declarations and repatriation, yet its long-term effect on compliance remains mixed. Some studies highlight improved voluntary 
compliance when accompanied by administrative reforms, while others underline the risk of moral hazard if not supported by 
consistent law enforcement. The study concludes that the success of tax amnesty is determined not only by policy design but also 
by the credibility of fiscal institutions and the level of public trust. These findings provide important insights into the dynamics of tax 
amnesty policies and serve as a foundation for designing more sustainable fiscal policies. 
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1. Pendahuluan 
 

Di tengah tekanan fiskal yang semakin meningkat dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang 
terus berkembang, berbagai negara berusaha mencari strategi efektif untuk meningkatkan penerimaan 
pajak. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah kebijakan tax amnesty, yaitu pengampunan 
pajak bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh. Kebijakan ini umumnya dirancang untuk menarik 
kembali aset yang disembunyikan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam 
jangka panjang. Dalam banyak kasus, tax amnesty dipandang sebagai solusi cepat untuk menutupi defisit 
anggaran, terutama saat negara menghadapi krisis ekonomi atau tekanan utang yang tinggi (Luitel & 
Tosun, 2013). Praktik tax amnesty telah diimplementasikan di berbagai negara dengan hasil yang 
bervariasi. Beberapa negara, seperti Italia dan Argentina, mencatatkan peningkatan signifikan dalam 
penerimaan pajak setelah kebijakan ini diterapkan, sementara negara lainnya mengalami hasil yang 
terbatas akibat kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pajak atau lemahnya penegakan hukum 
pasca-amnesti. Efektivitas tax amnesty sering kali bergantung pada desain kebijakan, insentif yang 
ditawarkan, serta kredibilitas institusi fiskal (Almunia & Lopez-Rodriguez, 2018). Selain itu, perbedaan 
konteks ekonomi, budaya kepatuhan pajak, dan kapasitas administratif turut mempengaruhi keberhasilan 
implementasinya. Dampak kebijakan tax amnesty terhadap sistem perpajakan dan perekonomian 
nasional sangat signifikan. Kebijakan ini tidak hanya berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara 
dalam jangka pendek, tetapi juga pada kepatuhan pajak jangka panjang, kepercayaan publik terhadap 
otoritas pajak, serta stabilitas fiskal negara. Studi oleh Alm & Beck (2013) menunjukkan bahwa 
keberhasilan tax amnesty sangat tergantung pada kredibilitas penegakan hukum setelah masa amnesti, 
serta keseimbangan antara insentif dan sanksi. Di beberapa negara seperti Afrika Selatan, India, dan 
Italia, kebijakan ini berhasil menarik ribuan wajib pajak untuk mendeklarasikan aset yang tersembunyi, 
yang kemudian memperluas basis pajak dan memperkuat sistem informasi perpajakan (OECD, 2015). 

Selain itu, tax amnesty juga berpotensi memberikan dampak psikologis dan sosial terhadap perilaku 
wajib pajak. Menurut Torgler & Schaltegger (2005), pelaksanaan amnesti tanpa diikuti dengan strategi 
edukasi dan reformasi institusional justru dapat menimbulkan moral hazard, di mana wajib pajak 
cenderung menunda kepatuhan dengan harapan akan ada kebijakan amnesti di masa depan. Sebaliknya, 
apabila kebijakan ini dirancang secara transparan dan adil, tax amnesty dapat menjadi momentum 
strategis untuk memodernisasi administrasi pajak, memperbaiki data kepemilikan aset, dan meningkatkan 
integritas fiskal negara (Baer & Le Borgne, 2008). Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji tax amnesty 
dari berbagai sudut pandang, mulai dari efek jangka pendek terhadap penerimaan negara, dampak jangka 
panjang terhadap kepatuhan pajak, hingga persepsi wajib pajak terhadap keadilan kebijakan ini. Namun, 
belum banyak penelitian yang secara sistematis mengompilasi dan mensintesis temuan-temuan tersebut 
dalam satu kerangka yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan 
Systematic Literature Review (SLR) untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tax amnesty diterapkan di 
berbagai negara dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. 
Penelitian ini menyaring 127 artikel dari database jurnal akademik dan laporan kebijakan publik yang 
relevan, kemudian melalui proses seleksi bertahap berdasarkan kriteria eksklusi (tahun terbit, status 
jurnal, dan ketersediaan abstrak), sehingga diperoleh 43 artikel yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. 
Artikel-artikel tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama: 
1) Tujuan dan Rancangan Kebijakan Tax Amnesty 
2) Dampak Ekonomi dan Fiskal 
3) Respons Wajib Pajak dan Kepatuhan 
4) Studi Komparatif Antar Negara 
 

Melalui sintesis dari berbagai temuan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
menyeluruh mengenai dinamika kebijakan tax amnesty secara global, serta mengidentifikasi kesenjangan 
dalam literatur yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian dan perumusan kebijakan di masa depan. 
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2. Tinjauan Pustaka 
 

Penelitian mengenai tax amnesty telah menjadi perhatian penting dalam literatur perpajakan, 
terutama terkait efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan 
pajak. Studi awal yang banyak dirujuk menunjukkan bahwa program amnesti pajak mampu menciptakan 
lonjakan penerimaan fiskal dalam jangka pendek. Misalnya, kajian di berbagai negara membuktikan 
bahwa saat program dijalankan, wajib pajak cenderung merespons dengan mengungkapkan aset yang 
belum dilaporkan, sehingga menambah penerimaan negara secara signifikan. Namun, temuan ini juga 
disertai catatan bahwa keberhasilan fiskal yang dicapai seringkali bersifat sementara apabila tidak diikuti 
dengan perbaikan administrasi perpajakan. Selain dimensi penerimaan, literatur juga menyoroti dampak 
tax amnesty terhadap kepatuhan jangka panjang. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa amnesti 
dapat menimbulkan efek moral hazard, yakni kecenderungan wajib pajak menunda kewajiban mereka 
dengan harapan akan ada program serupa di masa depan. Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa 
amnesti justru mampu meningkatkan kepatuhan sukarela apabila pemerintah konsisten memperkuat 
sistem pengawasan dan memberikan kepastian hukum pasca-amnesti. Perbedaan hasil ini sebagian 
besar dipengaruhi oleh faktor desain kebijakan, termasuk tarif tebusan, mekanisme repatriasi aset, serta 
tingkat transparansi dan kredibilitas institusi perpajakan. Dalam konteks Indonesia, tax amnesty 2016 
menjadi salah satu kasus terbesar yang banyak diteliti. Program ini berhasil menghimpun dana deklarasi 
dan repatriasi dalam jumlah signifikan, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara pada 
tahun pelaksanaannya. Namun, sejumlah kajian juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan tersebut tidak 
serta-merta menjamin peningkatan kepatuhan jangka panjang, terutama karena masih lemahnya aspek 
penegakan hukum dan rendahnya kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.  

Hal ini menunjukkan bahwa tax amnesty tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan 
harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang lebih komprehensif. Selain itu, terdapat perbedaan 
konteks antarnegara dalam hal implementasi dan dampak tax amnesty. Negara dengan administrasi pajak 
yang kuat serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi cenderung mampu memanfaatkan program ini 
untuk memperbaiki basis pajak dalam jangka panjang. Sebaliknya, di negara dengan kelembagaan 
lemah, tax amnesty hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal sementara tanpa menghasilkan perubahan 
perilaku yang berkelanjutan. Perbandingan ini penting untuk menilai bahwa keberhasilan amnesti sangat 
ditentukan oleh faktor institusional dan bukan semata-mata desain kebijakan. Kesenjangan penelitian 
yang masih ada terletak pada minimnya kajian longitudinal yang menilai dampak tax amnesty lebih dari 
lima tahun setelah program berakhir. Kebanyakan studi hanya menyoroti efek jangka pendek, sehingga 
belum memberikan gambaran jelas apakah kebijakan ini benar-benar efektif dalam mendorong kepatuhan 
berkelanjutan. Selain itu, masih terbatas penelitian berbasis data primer yang mengungkap motivasi, 
persepsi, dan perilaku wajib pajak dalam merespons program amnesti. Celah ini penting untuk diisi agar 
dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif bagi perumusan kebijakan fiskal di masa depan. 
Berdasarkan literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa tax amnesty merupakan instrumen kebijakan 
yang efektif untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, namun manfaat jangka 
panjangnya sangat bergantung pada penegakan hukum, kepercayaan publik, serta reformasi administrasi 
perpajakan yang menyertainya. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan 
memberikan analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang tax amnesty, sekaligus menilai 
faktor-faktor yang memoderasi keberhasilannya. 
 
 

3. Metode Penelitian 
 

Penelitian mengikuti pedoman Tranfield et al. 2003 dan Kitchenham & Charters 2007 untuk 
pelaksanaan SLR, serta proses pengodean dan sintesis bertahap seperti pada Bandara et al. 2015 dan 
Syed 2020. Analisis memakai pendekatan kuasi deduktif. Kerangka teori awal menjadi rujukan, tema yang 
muncul dari data melengkapi. Tujuan utamanya menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan 

https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access
https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/ais
https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/ais
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


4954 JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)  Vol. 11 No. 5, Oktober (2025) 

  

 

RESEARCH ARTICLE 

JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) 
Available at: https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi 

E- ISSN: 2579-5635 | P - ISSN: 2460-5891 

Volume 11 (5) Oktober 2025 | PP. 4951-4961 
https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.5527 
 

menemukan celah riset serta arah lanjutan. Bagian metode menjabarkan penelusuran literatur, ekstraksi 
data, seleksi artikel, dan sintesis tematik. Pendekatan tersebut diharapkan memberi manfaat teoretis dan 
praktis bagi kebijakan pajak, sekaligus memperkuat dasar akademik mengenai tax amnesty pada skala 
global. Strategi pencarian bertujuan mengidentifikasi dan memilih artikel yang mengulas tax amnesty 
secara rinci di berbagai negara. Peneliti menerapkan strategi evolusioner dalam dua iterasi sistematis 
agar cakupan luas, relevan, dan terverifikasi. 

Kata kunci utama meliputi tax amnesty, voluntary disclosure program, tax compliance, dan tax 
regularization. Penyusunan kata kunci didasarkan pada telaah awal dan terminologi yang lazim dalam 
literatur perpajakan internasional. String pencarian dijalankan pada Scopus, Web of Science, Elsevier, 
dan Google Scholar. Pencarian tidak membatasi tahun terbit. Pelacakan mencakup judul, abstrak, kata 
kunci, dan teks penuh. Tujuan langkah tersebut untuk merangkum studi historis dan mutakhir mengenai 
tax amnesty. Pada iterasi pertama teridentifikasi 127 artikel di Scopus dengan kata kunci “tax amnesty”. 
Penyaringan dilakukan berlapis. Dari 127 artikel, 39 dikeluarkan karena di luar rentang 2015–2025, 18 
tidak relevan karena di luar topik atau bukan jurnal bereputasi, tidak ada duplikasi, dan tidak ada artikel 
tanpa abstrak. Tersisa 70 artikel untuk penelaahan lanjutan, lalu 42 masuk telaah penuh. Seleksi akhir 
berbasis kelayakan menilai kedalaman bahasan terhadap isu utama. Hasil akhir berjumlah 43 artikel. 
Korpus akhir terbagi dua. Kategori A berjumlah 33 artikel dengan fokus utama pada tax amnesty, 
mencakup dampak fiskal, kepatuhan pajak, dan rancangan kebijakan. Kategori B berjumlah 10 artikel 
yang menempatkan tax amnesty sebagai subtopik penting dalam analisis kebijakan fiskal dan tata kelola 
perpajakan. 
 

 
Gambar 1. Tahapan Systematic Literature Review 

 
Tabel 1. Pertanyaan penelitian dan meta-tema 

Pertanyaan Penelitian Tema Meta 

Apa definisi dan konsep dasar dari kebijakan tax amnesty? Definisi dan Konsep Tax Amnesty 
Apa tujuan utama dan rancangan kebijakan tax amnesty di berbagai 
negara? 

Tujuan dan Desain Kebijakan 

Bagaimana dampak kebijakan tax amnesty terhadap penerimaan 
pajak dan stabilitas fiskal? 

Dampak Ekonomi dan Fiskal 

Bagaimana pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak jangka 
pendek dan panjang? 

Respons Wajib Pajak dan 
Kepatuhan Pajak 

Apa persepsi publik dan faktor psikologis yang memengaruhi 
partisipasi dalam amnesti? 

Persepsi dan Moralitas Wajib 
Pajak 

Bagaimana konteks kelembagaan dan penegakan hukum 
memengaruhi efektivitas amnesti? 

Kredibilitas Institusi dan 
Penegakan Hukum 

Apa saja tantangan, kelemahan, dan kritik terhadap implementasi 
tax amnesty? 

Risiko dan Tantangan Kebijakan 

Bagaimana perbandingan praktik tax amnesty antar negara? Studi Komparatif Internasional 
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4. Hasil dan Pembahasan 
 

4.1 Hasil 
Hasil analisis terhadap 43 artikel yang dipilih dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa tema 

utama yang konsisten muncul dalam studi tentang tax amnesty. Setiap tema memberikan perspektif yang 
berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika implementasi dan dampak kebijakan ini, 
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tema pertama, Tujuan dan Desain Kebijakan Tax 
Amnesty, membahas bagaimana kebijakan ini dirancang oleh otoritas fiskal dengan fokus pada urgensi 
fiskal, penarikan aset tersembunyi, perluasan basis pajak, dan upaya memperkuat integritas sistem 
perpajakan. Beberapa artikel menekankan pentingnya rancangan kebijakan yang cermat, inklusif, serta 
peran insentif dan sanksi untuk mendorong partisipasi wajib pajak. Tema kedua, Respons dan Perilaku 
Wajib Pajak, mengeksplorasi respons psikologis dan perilaku wajib pajak terhadap kebijakan ini, termasuk 
faktor-faktor seperti moralitas, persepsi keadilan, kepercayaan terhadap institusi pajak, dan ekspektasi 
terhadap amnesti di masa depan. Faktor-faktor ini sering kali menjadi penentu keberhasilan atau 
kegagalan program tersebut. Tema ketiga, Dampak terhadap Kepatuhan Pajak, mencakup bagaimana 
kebijakan tax amnesty mempengaruhi kepatuhan sukarela dan formal wajib pajak setelah kebijakan 
diterapkan. Beberapa studi menunjukkan dampak positif jangka pendek, namun hasil jangka panjang 
sangat bergantung pada penegakan hukum dan reformasi administrasi setelah masa amnesti. Tema 
keempat, Dampak terhadap Penerimaan Negara dan Stabilitas Fiskal, menilai kontribusi nyata tax 
amnesty terhadap penerimaan negara, baik melalui deklarasi aset maupun pembayaran tunggakan pajak. 
Meskipun memberikan dorongan fiskal dalam situasi darurat, beberapa studi memperingatkan bahwa 
dampak jangka panjang bisa kurang optimal jika tidak disertai perbaikan struktural. Tema kelima, Konteks 
Institusional dan Komparatif, menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tax amnesty sangat bergantung 
pada konteks politik, budaya pajak, transparansi institusional, dan kapasitas administrasi perpajakan 
suatu negara. Perbandingan antar negara seperti Indonesia, Italia, India, Pakistan, dan Argentina 
memberikan pelajaran berharga mengenai syarat-syarat keberhasilan kebijakan ini. Kelima meta-tema ini 
menjadi dasar untuk klasifikasi analisis lebih lanjut dalam subbab berikutnya, dengan masing-masing 
tema akan diuraikan secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta implikasi 
kebijakan yang dapat diambil dari literatur yang telah dianalisis. Bagian berikut menyajikan temuan-
temuan kunci dari sintesis literatur yang disusun berdasarkan tema-tema utama, mengikuti urutan yang 
sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 
 
4.2 Pembahasan 

Dari 43 artikel yang ditinjau dalam penelitian ini, hanya 22 artikel yang secara eksplisit memberikan 
definisi atau penjelasan konseptual mengenai tax amnesty. Sementara itu, 11 artikel lainnya 
membahasnya secara implisit dalam konteks kebijakan fiskal tanpa merumuskan definisi formal. Sisanya, 
10 artikel hanya menyebutkan tax amnesty sebagai bagian dari kebijakan umum tanpa pembahasan 
terminologis yang mendalam. Secara umum, tax amnesty didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah 
yang memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak, baik berupa penghapusan sanksi, bunga, 
maupun denda atas ketidakpatuhan pajak sebelumnya, dengan syarat bahwa wajib pajak 
mengungkapkan aset yang belum dilaporkan dan membayar kewajiban pajaknya dalam periode tertentu. 
Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam mendefinisikan tax amnesty, dapat dibagi menjadi dua 
kategori utama. Pertama, Definisi Berdasarkan Aspek Legal dan Administratif, di mana sebagian besar 
artikel melihat tax amnesty sebagai instrumen kebijakan hukum-fiskal yang bertujuan menormalisasi 
status pajak wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh. Pendekatan ini menekankan komponen legal, 
penghapusan sanksi, serta perbaikan administrasi data perpajakan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat 
meningkatkan integritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan negara. Beberapa 
artikel yang mengadopsi definisi ini antara lain Alm & Beck (2013) yang menyebut tax amnesty sebagai 
langkah temporer untuk memperbaiki kepatuhan dan basis data wajib pajak, OECD (2015) yang 
memandang tax amnesty sebagai bagian dari program voluntary disclosure dengan struktur terstandar, 
serta Darmawan & Supramono (2019) yang menekankan aspek formalisasi aset dan peningkatan 

https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access
https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/ais
https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/ais
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


4956 JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)  Vol. 11 No. 5, Oktober (2025) 

  

 

RESEARCH ARTICLE 

JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) 
Available at: https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi 

E- ISSN: 2579-5635 | P - ISSN: 2460-5891 

Volume 11 (5) Oktober 2025 | PP. 4951-4961 
https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.5527 
 

kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Kedua, Definisi Berdasarkan Perilaku dan Psikologi Wajib 
Pajak, yang melihat tax amnesty sebagai strategi untuk memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib 
pajak, terutama mereka yang sebelumnya enggan atau takut melaporkan kewajiban pajaknya. 
Pendekatan ini menekankan efek psikologis dalam mengubah persepsi risiko dan rasa keadilan, 
sebagaimana dibahas oleh Torgler & Schaltegger (2005), serta menghubungkan tax amnesty dengan 
insentif psikologis untuk memperbaiki moral kepatuhan (Luitel & Tosun, 2013) dan kecenderungan 
menghindari risiko hukuman di masa depan (Ulysses et al., 2020). Selain itu, beberapa artikel juga 
menyoroti kontroversi kebijakan ini, terutama terkait dengan dampak jangka panjang yang masih 
diperdebatkan, khususnya munculnya moral hazard, yakni harapan adanya amnesti di masa depan yang 
bisa melemahkan kepatuhan sukarela. 

Berdasarkan analisis terhadap 43 artikel yang ditinjau, kebijakan tax amnesty dapat dibagi dalam dua 
tujuan utama: tujuan fiskal jangka pendek dan tujuan struktural jangka panjang. Desain kebijakan ini 
sangat bervariasi antar negara, dengan perbedaan dalam insentif, pengawasan, dan target yang ingin 
dicapai. Tujuan fiskal jangka pendek seringkali menjadi fokus utama, di mana kebijakan ini dirancang 
untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menarik wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang 
disembunyikan dan membayar kewajiban pajaknya. Dalam konteks ini, tax amnesty sering dianggap 
sebagai instrumen pemulihan fiskal yang dapat membantu negara mengatasi defisit anggaran atau krisis 
ekonomi. Beberapa artikel mencatat bahwa kebijakan ini memperbaiki transparansi fiskal dan 
meningkatkan basis pajak dengan mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset yang sebelumnya tidak 
dilaporkan. Selain itu, tujuan jangka panjang kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur 
perpajakan yang lebih kuat dan peningkatan kepatuhan pajak secara permanen. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa tax amnesty dapat memperbaiki moral kepatuhan dengan mengurangi ketakutan 
terhadap sanksi hukum dan meningkatkan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Pendekatan ini 
diharapkan dapat mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih terbuka dan bersedia untuk patuh di masa 
depan. Desain kebijakan tax amnesty yang berbeda-beda menggarisbawahi bahwa penghapusan sanksi 
administratif dan pidana merupakan elemen utama dari kebijakan ini. Selain itu, banyak negara juga 
mewajibkan repatriasi aset untuk mengurangi aliran modal keluar dan meningkatkan likuiditas domestik. 
Di Indonesia, misalnya, desain tax amnesty 2016 menggabungkan penghapusan pajak terutang dan 
sanksi dengan tarif tebusan yang progresif. Desain ini bertujuan untuk menarik aset luar negeri ke 
Indonesia melalui insentif tarif rendah dan kewajiban repatriasi aset. Namun, meskipun tujuan kebijakan 
tax amnesty tampak jelas, beberapa artikel juga menyoroti risiko moral hazard yang muncul, di mana 
wajib pajak merasa dapat menghindari kewajiban pajak dengan harapan kebijakan serupa akan 
diberlakukan di masa depan. Hal ini menjadi tantangan besar, karena keberlanjutan kepatuhan pajak 
dalam jangka panjang sangat bergantung pada penegakan hukum yang ketat dan reformasi administrasi 
perpajakan pasca-program. Secara keseluruhan, tujuan kebijakan ini bervariasi tergantung pada desain 
yang diterapkan, tetapi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, perlu ada pengawasan yang ketat 
dan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk menghindari risiko moral hazard. 

Respon dan perilaku wajib pajak terhadap kebijakan tax amnesty sangat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, termasuk pandangan mereka terhadap insentif yang ditawarkan, kepercayaan terhadap otoritas 
pajak, dan risiko yang terkait dengan partisipasi dalam program tersebut. Dari 43 artikel yang dianalisis, 
32 artikel membahas topik ini secara eksplisit, sementara 11 artikel lainnya membahasnya secara implisit 
atau hanya dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal umum. Sebagian besar artikel menyoroti bahwa 
insentif fiskal yang ditawarkan, seperti penghapusan sanksi dan penurunan tarif tebusan, menarik bagi 
wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh atau takut melaporkan kewajiban pajaknya. Keberhasilan 
kebijakan ini sering kali tergantung pada bagaimana insentif tersebut dapat mengubah persepsi wajib 
pajak terhadap sistem perpajakan. Namun, beberapa artikel juga menyoroti tantangan terkait moral 
hazard dan penurunan kepatuhan jangka panjang. Sebagai contoh, beberapa wajib pajak yang sudah 
patuh merasa kebijakan ini merusak moral pajak mereka karena mereka tidak menerima insentif yang 
sama. Selain itu, beberapa wajib pajak mungkin menunda kepatuhan mereka dengan harapan adanya 
kebijakan tax amnesty serupa di masa depan. Fenomena ini dikenal sebagai risiko moral hazard, yang 
menjadi tantangan besar dalam menjaga kepatuhan pajak setelah program selesai. Selain itu, banyak 
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wajib pajak memilih untuk menunggu hingga akhir periode amnesti untuk mengambil keputusan, yang 
dikenal sebagai "deadline rush." Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk menghindari 
risiko dengan menunggu hingga mendekati akhir periode untuk memperoleh informasi yang lebih jelas. 
Tax amnesty juga memiliki dampak psikologis yang besar, di mana kebijakan ini dapat memperbaiki moral 
kepatuhan jika dikelola dengan transparansi dan diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. 
Kepercayaan terhadap otoritas pajak dan pengalaman positif selama program ini dapat memperkuat 
kepatuhan sukarela, mendorong wajib pajak untuk lebih terbuka dan patuh di masa depan. Namun, 
meskipun banyak yang merespons positif terhadap kebijakan ini, moral hazard dan penurunan kepatuhan 
jangka panjang tetap menjadi isu yang harus dikelola oleh pembuat kebijakan. Keberhasilan kebijakan tax 
amnesty sangat bergantung pada bagaimana kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan transparansi 
dalam implementasi kebijakan dijaga untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. 
 
 

5. Kesimpulan 
 

Kajian atas 43 artikel menunjukkan bahwa tax amnesty efektif menaikkan penerimaan pajak dalam 
jangka pendek, terutama melalui pengungkapan aset dan pembayaran tebusan. Dampak jangka panjang 
terhadap kepatuhan bergantung pada penegakan hukum dan pembaruan administrasi setelah program 
berakhir. Risiko moral hazard muncul ketika pelaku pasar memperkirakan amnesti berikutnya, sehingga 
sebagian wajib pajak menunda kepatuhan. Negara dengan institusi kuat dan tingkat kepercayaan publik 
tinggi cenderung meraih hasil yang lebih stabil. Keberhasilan tidak cukup ditopang oleh desain tarif 
tebusan atau penghapusan sanksi semata. Pemerintah perlu mengunci tindak lanjut penegakan, 
memperbaiki basis data, dan memperjelas kepastian hukum. Pesan kebijakan harus tegas bersifat sekali 
jalan, disertai peningkatan audit berbasis risiko, integrasi data keuangan, dan layanan kepatuhan yang 
mudah diakses. Penerimaan dari amnesti sebaiknya diprioritaskan untuk penguatan sistem perpajakan, 
pengembangan kapasitas pemeriksa, serta modernisasi teknologi informasi, bukan hanya menutup defisit 
tahunan. Perbandingan lintas negara memperlihatkan peran besar kepercayaan publik dan kualitas 
administrasi. Indonesia pada 2016 memperoleh lonjakan tebusan dalam jumlah besar, tetapi daya tahan 
kepatuhan sangat ditentukan oleh konsistensi penindakan pasca program. Italia dan India menunjukkan 
variasi hasil ketika pengawasan pasca amnesti tidak merata. Pelajaran utamanya, kredibilitas kebijakan 
dan ketertiban administrasi menentukan keberlanjutan efeknya. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup sumber dan cakupan geografis. Korpus berfokus 
pada 43 artikel, dengan porsi besar pada negara berkembang tertentu. Banyak studi lebih menekankan 
efek jangka pendek dibanding perubahan perilaku jangka panjang. Faktor eksternal, seperti siklus 
ekonomi dan perubahan aturan global, belum seluruhnya terukur. Ketergantungan pada data sekunder 
juga membatasi pemahaman terhadap pengalaman pelaksana lapangan dan wajib pajak pada sektor 
spesifik. Agenda riset berikutnya perlu mencakup studi longitudinal di atas lima tahun pasca amnesti, 
survei primer tentang persepsi keadilan dan risiko, analisis komparatif antarsektor, serta evaluasi 
penggunaan dana tebusan terhadap kualitas administrasi. Pendekatan kuantitatif berbasis data mikro 
perpajakan dapat dipadukan dengan wawancara mendalam. Dengan desain kebijakan yang tegas, 
penegakan konsisten, dan peningkatan kualitas layanan, tax amnesty berpotensi mendukung penerimaan 
negara tanpa melemahkan kepatuhan jangka panjang. 
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